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ABSTRAK 
Atifatul Ismi (B11111414) Implementasi Pidana Denda dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2014), dibawah 
bimbingan dan arahan Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan 
Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pidana denda 
dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) pada putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2014 dan efektivitas pidana 
denda dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money 
laudering) pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2014. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Kejaksaan Tinggi SulSelBar. Data yang diperoleh adalah data primer dan 
data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
secara deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditinjau 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap 
objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.  
 Berdasarkan pembahasan dan fakta  menunjukkan bahwa pidana 
denda tidak diimplemntasikan pada kasus-kasus tindak pidana pencucian 
uang yang terjadi antara tahun 2010-2014. Penerapan pidana denda 
harusnya sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut berdampak 
pada tidak terwujudnya tujuan pidana denda yaitu memberikan efek jera 
dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, penulis menilai 
bahwa implementasi pidana denda  dalam kasus pencucian uang ternyata 
tidak efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. 
Efektivitas suatu aturan dapat dilihat dari optimalisasi dan profesionalisme 
aparat penegak hukum dalam penegakan hukum aturan tersebut yang 
pada kenyataan masih kurang maksimal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi perekonomian Indonesia harus tetap memiliki harapan demi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harapan inilah yang menjadi salah 
satu dasar adanya hukum di Negara ini. Hukum di Indonesia bertujuan 
untuk membawa keadilan, kemanfaatan, dan menciptakan kepastian 
hukum bagi warga Indonesia baik warga Indonesia yang bergelut dalam 
pemerintahan saat ini, terlebih lagi untuk seluruh warga Indonesia yang 
akan merasakan dampak dari adanya hukum itu sendiri. Hukum 
merupakan alat untuk mencapai tujuan dari segala keinginan masyarakat 
dimana hukum itu berlaku. Hukum dapat dinyatakan berhasil dan berjalan 
dengan baik ketika tujuan hukum tersebut tercapai. Dan idealisnya hukum 
tersebut ketika hukum yang berlaku dapat berjalan efektif.  
Salah satu bidang hukum yang diatur di Indonesia adalah hukum 
pidana. Hukum pidana sendiri biasa disebut dengan hukum publik karena 
berkaitan dengan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan warga 
Negara. karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang 
mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan-perbuatan itu 
meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih 
kompleks dari kejahatan masa lalu seiring perkembangan zaman, 
teknologi dan perbenturan kepentingan individu yang satu dengan individu 
yang lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang sekaligus menjadi objek 
penelitian ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. 
Sejarah telah mencatat, bahwa istilah pencucian uang atau money 
laundering berawal dari seorang penjahat terbesar Amerika masa lalu 
yaitu Al Capone. Dia memakai jasa si genius Meyer Lansky untuk mencuci 
uang hitam hasil kejahatannya. Orang Polandia tersebut mencuci uang Al 
Capone melalui usaha binatu (laundry). Itulah asal-muasal istilah money 
laundering.1 
 Mengenai peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat 
ini, masih berpatokan pada KUHP yang berasal dari Negara Belanda yang 
kemudian diturunkan ke Indonesia berdasarkan asas korkondansi. Begitu 
pula dengan jenis-jenis pemidanaan yang terdapat dalam KUHP salah 
satunya adalah pidana denda. Berlakunya pidana denda saat ini tidak 
hanya terdapat dalam KUHP tetapi sudah terdapat pula dalam peraturan 
delik-delik di luar KUHP. Seperti dalam Undang- Undang tentang 
Narkotika, Undang- Undang tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, Undang- Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, dan sebagainya.  
Dalam perkembangannya tindak pidana yang paling menonjol dan 
paling riskan saat ini di Negara Indonesia adalah tindak pidana yang 
berhubungan dengan keuangan Negara. Salah satunya yakni tindak 
                                                           
     
1
 Yunus Husein, 2008, Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, 
Dalam Pengembangan Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1 
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pidana pencucian uang (money laundering). Kejahatan pencucian uang 
sekarang ini tidak hanya berada dalam sektor keuangan, tetapi sudah 
merambah ke sektor lainnya dan modus kejahatannya menjadi lebih 
variatif. Di bidang ekonomi saja pencucian uang dapat merongrong sektor 
swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan 
menggunakan perusahaan (front company) untuk mencampur uang 
haram dengan uang sah sehingga bisnis atau usaha yang dilakukan 
menjadi sah atau legal.  
Sampai tahun lalu tepatnya tahun  2013 Indonesia masih dituding 
tidak mampu keluar dari daftar hitam negara yang belum memenuhi 
standar internasional anti pencucian uang. Menurut perusahaan sistem 
keamanan finansial Nice Actimize, lembaga dunia Financial Action Task 
Force menuding pemerintah Indonesia belum punya standardisasi 
pencegahan aksi pencucian uang. "FATF itu mengeluhkan Indonesia 
belum mampu keluar dari daftar hitam," kata Head of Compliance Nice 
Actimize, Trevor Barritt, dalam diskusi anti pencucian uang dan penipuan.2 
Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kasus pencucian uang, yang 
pada direktori putusan Mahkamah Agung terdapat 21 kasus pencucian 
uang yang sampai ke upaya hukum kasasi,3 belum lagi kasus- kasus 
pencucian uang yang masih dalam proses persidangan atau penyidikan. 
                                                           
    
2
 Tempo Onine. Indonesia masih masuk dalam daftar hitam pencucian uang. Diakses melalui 
www.tempo.co pada tanggal 27 September 2014 
     3 Direktori Mahkamah Agung (MA), Putusan Pidana khusus (pencucian uang), diakses melalui 
putusan.mahkamahagung.go.id,tanggal 27 september 2014 
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Keadaan tersebut harus lebih diperhatikan baik itu dari pihak 
pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) maupun dari pihak 
penegak hukum. Karena pada kenyataannya, ada oknum-oknum yang ikut 
mengambil keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari 
dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang 
tersebut. Artinya, bahwa kejahatan ini erat kaitannya dengan dunia 
perbankan yang menjadi aktivitas manusia sehari-hari. Dalam dunia 
perbankan, pada satu pihak beroperasional atas dasar kepercayaan para 
konsumen, sementara pihak lain, tetap membiarkan kejahatan pencucian 
uang ini terus merajalela. Hal ini menimbulkan dampak yang cukup serius 
bagi negara Indonesia, karena mengancam stabilitas ekonomi dan 
keuangan negara. Hal ini dikarenakan tujuan pencucian uang adalah 
untuk mengaburkan asal usul uang yang dimasukkan ke dalam sistem 
keuangan, sehingga dapat merusak integritas pasar keuangan dan 
melemahkan sektor swasta yang sah. Akibatnya negara akan kekurangan 
dana untuk mengadakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat.  
Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam 
memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan 
para penegak hukum yakni dengan ditegakkannya hukum yang berlaku 
saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan para 
penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
pencucian uang adalah dengan menjatuhkan pidana (sanksi) kepada 
terdakwa, baik itu pidana pokok ataupun pidana alternatif. Hasil putusan 
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yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim kemudian dilaksanakan oleh Jaksa 
selaku eksekutor pidana yang bekerjasama dengan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat 
sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan 
oleh majelis hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara 
mengenai sanksi, pemberian sanksi atau pidana denda pada tindak 
pidana pencucian uang yang termasuk extraordinary crime setidaknya 
dapat mengembalikan stabilitas perekonomian nasional dan integritas 
sistem keuangan negara. Tapi sampai saat ini, integritas system 
keuangan negara dan persaingan usaha yang sehat belum memperoleh 
titik terang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan 
mengenaik efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak 
pidana pencucian uang.  
Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk 
membahas dan melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 
PIDANA DENDA DALAM  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Tahun 2010-2014 )” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi pidana denda dalam tindak pidana 
pencucian uang (money laundering) pada putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Tahun 2010-2014? 
2. Bagaimanakah efektivitas pidana denda dalam pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang (money laudering) ? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan Penulis membahas berdasarkan rumusan masalah 
di atas adalah : 
1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pidana denda 
dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) pada 
putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2014. 
2. Untuk mengetahui efektivitas pidana denda dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money 
laudering). 
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D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah: 
1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangsih teoritis bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana; 
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi 
para akademisi dan kalangan yang berminat sehingga dapat 
menjadi bahan penelitian selanjutnya; 
3. Agar hasil penulisan ini menjadi pertimbangan dalam rangka 
penegakan hukum demi mencapai tujuan hukum nasional;  
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BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
A. Teori Efektivitas Hukum 
1. Pengertian Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung 
pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 
hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 
Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (efectiveness) pengaruh/ 
efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.4 Dengan kata lain 
Efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil 
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini 
merupakan definisi Efektivitas menurut beberapa ahli, antara lain:5 
1) Hidayat (1986) :  
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 
target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 
semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 
Efektivitasnya”.  
 
2) Schemerhon John R. Jr. (1986:35) :  
“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan 
cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) 
dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS), 
disebut efektif.”  
 
 
 
                                                           
     
4
 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 
85 
     
5
 Dansite, 2012, Pengertian efektivitas, diakses melalui dansite.wordpress.com, pada tanggal 27 
september 2014 
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3) Prasetyo Budi Saksono (1984) :  
“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang 
dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.” 
 
 Efektivitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan 
bahwa indikator Efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah 
pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa 
yang telah direncakan. 
2. Pengertian Efektivitas Hukum 
Efektivitas hukum berarti bahwa setiap subjek hukum  benar-
benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana 
mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar 
diterapkan dan dipatuhi, Kalau subjek hukum berprilaku sesuai 
dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka 
dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif Dan 
ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka pertama-tama harus dapat diukur, „sejauh mana aturan hukum 
itu ditaati atau tidak ditaati‟. Namun sekalipun dapat dikatakan aturan 
yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan 
lebih jauh derajat efektivitasnya.6 
Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan 
berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari 
                                                           
     
6
 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana. Hlm. 375 
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norma hukum  threats  dan promises, yaitu suatu ancaman tidak 
akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi 
atau ditaati. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat 
dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan 
aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu 
sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk 
ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya 
indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap 
hukum secara umum antara lain : 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 
hukum dari orang- orang yang menjadi target aturan hukum 
secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang 
dimaksud berbentuk undang- undang, maka pembuat undang- 
undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum 
dari target pemberlakuan undang- undang tersebut.  
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 
mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 
itu. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang- undangan, maka 
seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang 
11 
 
(prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang 
bersifat mengharuskan (mandatur). 
e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus 
dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 
Suatu sanksi yang dapat dikatan tepat untuk suatu tujuan 
tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika 
terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan 
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, 
oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap 
tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman).  
h. Aturan hukum mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan lebih jauh efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang- orang 
yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.  
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, 
juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat 
penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum 
tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses 
penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan 
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hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan 
konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat. 
Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang- undangan, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu 
perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, 
antara lain : 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-
undangan di dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 
Sweep Legislation (undang-undang sapu), yang memiliki 
kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakatnya. 
Oleh karena itu. Menurut Achmad Ali dalam bukunya menguak 
teori hukum dan teori peradilan, menyatakan bahwa faktor yang 
banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang- undangan, adalah 
professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi 
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dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan 
perundang- undangan tersebut.7 
Efektivitas hukum juga dapat diukur dari seberapa besarnya 
tujuan dari hukum atau aturan tersebut tercapai. Tujuan tersebut 
dapat dilihat dari proses pembuatan peraturannya, proses 
pelaksanaannya maupun proses penegakan hukum dari peraturan 
tersebut.  
3. Teori Tujuan Hukum 
Sesuai dengan pembahasan penulis sebelumnnya mengenai 
efektivitas hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum yang 
merupakan sasaran yang hendak dicapai dari keberadaan hukum itu 
sendiri, maka Achmad Ali dalam bukunya menguak teori hukum dan 
teori peradilan menjelaskan beberapa teori tujuan hukum, antara 
lain:8 
A. Teori Tujuan Hukum Barat 
1. Teori klasik 
a) Teori etis 
Tujuan hukum semata–mata untuk mewujudkan keadilan 
(justice). Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu 
perlakuan atu tindakan dengan mengkajinya dengn suatu norma 
yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan 
                                                           
     
7
 Ibid, Hlm 376- 379 
     
8
 Ibid, Hlm. 213  
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kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma- 
norma lain. Dalam hal ini dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang 
memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Pada 
umumnya.9 
Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. 
Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu 
justitia distribution (distribution justice, verdelende, atau 
begevende gerechtigheid) dan justitia commutative (remedial 
justice, vergelende, atau ruilgerechtigheid).  
Justita distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat 
apa yang menjadi hak atau jatahnya: suum cuique tribuere (to 
reach his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, 
tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, 
dan sebagainy; sifatnya dalah proporsional. Justitia distributive ini 
merupakan kewajiban pembentuk Undang- Undang untuk 
diperhatikan dalam menyusun undang- undang. Keadilan ini 
memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. 
Di sini bukan kesamaan yang ditintut tetapi perimbangan. “Tiap-
tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara”, demikianlah bunyi pasal 30 
ayat 1 UUD (amandemen kedua). Ini tidak berarti bahwa setiap 
orang tanpa terkecuali dapat menjadi prajurit, tetapi hanya 
                                                           
     
9
  Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Atma Pustaka, Hlm 100 
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merekalah yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan 
kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, 
sedangkan yang sakit-sakitan sudah tentu tidak akan 
mendapatkan perhatian. 
Sedangkan justitia commutative memberi kepada setiap 
orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, 
justitia commutative merupakan kewajiban setiap orang terhadap 
sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil 
apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang 
kedudukan dan sebagainya. Kalau justitia distributive itu 
meruoakan urusan pembentuk undang-undang, justitia 
commutative terutama merupakan urusan hakim. Hakim 
memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai 
kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang 
(equality before the law).10 
b) Teori utilistis 
Tujuan hukum semata–mata untuk mewujudkan 
kemanfaatan (utility). Menurut teori ini, hukum ingin menjamin 
kebahagiaan yang terbesar bagi manusia daam jumlah yang 
sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). 
Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat 
                                                           
     
10
 Ibid, Hlm. 101-102 
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dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang 
terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.11 
c) Teori legalistik 
Tujuan hukum semata–mata untuk mewujudkan kepastian 
hukum (legal certainly) 
2. Teori Modern  
a) Teori prioritas baku 
Tujuan hukum mencakupi 
 Keadilan 
 Kemanfaatan 
 Kepastian hukum 
b) Teori prioritas kasuistik 
Tujuan hukum mencakupi keadilan – kemanfaatan kepastian 
hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai 
dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. 
B. Teori Tujuan Hukum Timur 
Teori tujuan hukum timur lebih menekankan pada tujuan hukum 
yakni “Keadilan, adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah 
kedamaian”. Tujuan hukum bangsa- bangsa Timur masih 
menggunakan kultur hukum asli mereka, salah satu contohnya adalah 
Jepang, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum barat, 
yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Realitas hukum di 
                                                           
     
11
 Ibid, Hlm. 103  
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Jepang, di mana para penegak hukum lebih berorientasi pada tujuan 
hukum, bahwa bukan hukum kepastian hukum, bukan kemanfaatan 
(dalam makna barat), dan bukan keadilan (dalam perspektif barat) 
yang menjadi tujuan hukum, melainkan kedamaian peace atau dalam 
istilah jepangnya: “heiwa” atau “heion”. Tetapi sebenarnya dalam 
paradigm hukum di Jepang, tujuan hukum hanyalah “chian hanji” 
(“justice of the peace”) atau keadilan dari perdamaian. Oleh karena itu, 
bukan fenomena yang aneh jika Pengadilan Jepang dalam 
putusannya, sering mengabaikan ketentun formal, demi mewujudkan 
kedamaian di dalam masyarakat mereka.12  
B.  Pengertian Tindak Pidana  
 Tindak pidana dalam Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang- undang merumuskan suatu perundang-undangan 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Para pakar  
asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan 
pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah : 
1.  STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidan; 
2.  STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan perbuatan 
pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana 
Jerman; dan 
                                                           
     
12
 Ibid, Hlm. 212 
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3.  CRIMINAL ACT diterjemahakan dengna istilah perbuatan 
kriminal 
Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan 
yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahsa asing disebut delict 
yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana).13  
Mengenai pengertian dari tindak pidana atau delik, terdapat 
beberapa pandangan dari para ahli hukum antara lain : 
1. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana 
memberikan defenisi mengenai delik, yakni:14 
Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”. 
 
2.   Lanjut Moeljatno :15 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang- undangan”. 
 
 3.   Sementara Jonkers merumuskan bahwa : 16 
 Strafbaarfeit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikannya 
sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederechttelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 
 
 
 
 
                                                           
     
13
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkan Education Yogyakarta & 
PuKAP Indonesia, Hlm. 18-19 
     
14
 Andi Hamzah,1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta, Hlm. 72, Hlm 88 yang 
dikutip dalam  buku Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakart: Rangkan Education 
Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Hlm. 19 
     
15
 Ibid, Hlm. 19 
     
16
 Ibid, Hlm. 20  
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4. Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan 
Strafbaarfeit adalah :17 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai sutu tindakan yang dapat dihukum. 
 
Unsur-unsur strafbaar feit, atau tindak pidana, atau delik antara 
lain:  
1. Suatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang; 
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan  
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena 
melakukan perbuatan tersebut.  
Alasan Simons apa sebabnya strafbaar feit harus dirumuskan 
seperti di atas adalah karena:18 
a. Untuk adanya suatu strafbaar itu diisyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap 
larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum; 
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang; dan 
c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu “onrechtmatige handeling”. 
 
                                                           
     
17
 Ibid,Hlm. 20 
     
18
 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum PIdana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
Hlm. 185 
20 
 
C.  Konsep Pemidanaan  
 1.  Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.  Pemidanaan 
sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang 
lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang 
lain takut melakukan kejahatan serupa.  
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 
sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. 
Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud 
apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :  
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.19 
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 Amir Ilyas, Op.cit., Hlm. 95-96 
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2. Teori Tujuan Pemidanaan  
Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin 
kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap 
dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan 
fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan 
kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.   
Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan 
ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para 
pemikir. Pada dasarnya terdapat tiga poko pemikiran tentang tujuan 
yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaa, yaitu: 
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan; 
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 
cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
Tiga pendapat pemikiran di atas, pada umumnya sama dengan 
para penulis bangsa Romawi. Simons berpendapat, bahwa para 
penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran 
dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu 
pembinaan, di samping melihat hakihat dari suatu pemidanaan 
sebagai seuatu pembahasan. Simons juga merasa yakin, bahwa 
hingga akhir abad ke delapan belas, praktik pemidanaan berada di 
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bawah pengaruh dari paham pembalasan atau vergeldingsidee dan 
paham pembuat jera atau afschrikkingsidee.20 
Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu 
sendiri, terlebih dahulu kita melihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 
sebagai berikut:  
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang.21 
 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga 
golongan besar, yaitu:22  
a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings 
Theorien); 
b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) / (De Relatieve 
Theorien); dan  
c. Teori gabungan (Vernegins Theorien)  
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings 
Theorien)  
Dasar pemikiran dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat 
tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang 
telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberkikan pidana yang 
setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang 
lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai 
sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu- satunya penderitaan 
bagi penjahat. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah, yaitu :  
1. Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan); 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).23 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (vernegings theorien) 
 Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) 
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dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara. Untuk mencapai tujuan tata tertib masyarakat tadi, 
maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onsadelijk maken).  
 Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam, yaitu : 
1. Teori Pencegahan Umum 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan pada penjahat ditujukan 
agar orang- orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. 
Penjahat yang dijatuhi pidana dijadikan contoh oleh masyarakat 
agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang 
serupa dengan penjahat itu. Dalam perkembangannya kemudian 
teori pencegahan uumum dengan eksekusi yang kejam  ini banyak 
ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan Von Feurbach 
(1775-1833). 24 
Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada 
eksekusi yang kejam maupunpada ancaman pidana, tetapi pada 
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penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan rasa takut 
kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan 
pidana yang berat melebihi dari berat ancaman pidananya agar 
para penjahat serupa lainnya menjadi terkejut kemudian menjadi 
sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang lebih 
berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang 
serupa. 
2. Teori Pencegahan Khusus 
Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah agar orang 
yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niat itu ke dalam 
bentuk perbuatan nyata. Pembela teori ini, misalnya Van Hamel 
(1942-1917) berpandangan bahwa pencegahan umum dan 
pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari 
penjatuhan pidana, tetapi pembalasan ituakan timbul dengan 
sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya 
pidana.  
Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang 
pemidanaan yang berisfat pencegahan khusus ini. 25 
a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni 
untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah 
dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan 
pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya. 
b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan 
cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus 
bersifat memperbaiki dirinya (reclasering). 
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c. Apabila bagi penjahat terseut tidak dapat lagi diperbaiki, 
penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau 
menjadikan mereka tidak berdaya. 
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah 
mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
 
Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori 
relatif, yaitu : 26 
1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan; 
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi 
merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih 
tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (social 
welfare); 
3. Hanya pelaggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa 
kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk 
dijatuhkan pidana. 
 
c.     Teori Gabungan (vernegings theorien) 
Dengan menyikapi adanya teori absolut dan teori relative, 
maka muncullah teori gabungan yang mendasarkan pidana pada 
asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan 
pidana.  
Menurut M. Sholehuddin mengatakan :27  
Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana 
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakta/negara, 
korban, dan pelaku. 
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Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 
besar, yaitu sebagai berikut : 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.  
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana.28 
3.  Jenis- Jenis Pemidanaan 
Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1946 yang telah diubah menjadi kitab Undang- 
undang Hukum Pidana mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan 
Koninklijk Besluit atau putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1995 
Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 
1917 Nomor 497 dan nomor 645 mulai tanggal 1Januari 1918. 
Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas: 
1. Pidana mati, 
2. Pidana penjara, 
3. Pidana kurungan, 
4. Pidana denda, 
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Pidana tambahan: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu, 
2. Perampasan barang-barang tertentu, 
3. Pengumuman putusan hakim. 
 
Kemudian dengan Undang- Undang nomor 20 tanggal 31 
Oktober 1946, berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana 
Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, 
yakni apa yang disebut pidana tutupan.29 
Adapun penjelasan dari jenis- jenis pidana yang telah 
disebutkan sebelumnya yaitu : 
1. Pidana Mati  
Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP yaitu : 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada 
leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana 
berdiri”. 
 
Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana 
mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, 
Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat 
(4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 
KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. 
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
14 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak PIdana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga 
bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, 
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sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar 
wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 14).30 
Pelaksanaan dari pidana mati kemudian dengan penetapan 
Presiden(Penpres) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, 
Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah 
menjadi Undang- Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 telah diubah, 
yaitu dengan cara ditembak sampai mati. Tentang bagaimana 
caranya melaksanakan pidana mati dalam lungkungan peradilan, 
umum, hal mana telah diatur di dalam pasal 2 sampai Pasal 16 
Undang- Undang Nomor 2 Tahun PNPS Tahun 1964.  
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan 
kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan 
menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, 
dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan 
dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar peraturan tersebut.31 
Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “pidana penjara 
merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. 
Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan 
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hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan.32  
Pidana seumr hidup biasanya tercantu di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara 
dua puluh tahun).  
Sedangkan P.A.F Lamintang menyatakan bahwa :33 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah 
lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu 
menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam 
lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan 
tersebut.  
 
3. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak 
dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam 
sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka 
waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan- urutan dalam Pasal 10 KUHP yang 
ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 
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pidana kurungan adalah sekurang- kurangnya satu hari dan paling 
lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 
KUHP, bahwa : 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan. Pidana kurungan sekali- kali tidak boleh lebih dari satu 
tahun empat bulan”.34 
 
4. Pidana Denda 
A. Sejarah dan Perkembangan PIdana Denda di Indonesia  
Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam 
hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula 
secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku 
kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan 
kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan 
swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban 
untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah 
berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan 
dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh 
pembalasan. Korban adalah faktor penting dalam perkembangan 
dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu 
sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari 
pada pidana penjara.  
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Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian 
dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk 
delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara. Pidana 
denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika 
seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi 
kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian 
yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa 
pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran 
tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan 
atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.  
Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan 
mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, 
sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, 
akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam 
hukum pidana, denda yang dibayarkan kepada Negara atau 
masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti 
dengan pidana kurungan jika tidak bayar.35 
Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa 
orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, 
sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa 
kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Diantara jenis-jenis 
pidana yang terdapat didalam KUHP jenis pidana denda 
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merupakan pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin 
setua pidana mati.  
Sebelum menjadi sanksi yang mendukung sistem pemidanaan 
(KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap 
masyarakat, termasuk masyarakat primitive, walaupun dengan 
bentuknya yang primitive, dan tradisional Indonesia. Pada zaman 
kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada 
kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan 
binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam 
menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau 
kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai 
berikut:   
1) Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa 
kesalahan itu diperbuat.   
2) Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang 
terkena.   
3) Berdasarkan perincian anggota yang terkena.   
4) Berdasarkan berlakunya perbuatan.   
5) Berdasarkan niat orang yang berbuat salah.   
6) Berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek 
perbuatan.  
 Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah 
harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang 
34 
 
diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka 
setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak berhak 
menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba 
untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.  
Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional 
di Indonesia, misalnya didaerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) 
seorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan 
hukuman sanksi antara lain membayar denda berupa bekerja untuk 
masyarakat. Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar 
uang salah, keluarga yang terbunuh menyarankan untuk dijatuhi 
hukuman mati, maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di 
Minangkabau, dikenal hukum balas membalas, yaitu siapa yang 
mengucurkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari 
Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum 
dengan cara ditikam. 
B. Falsafah Pemidanaan Mengenai Pidana Denda 
Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi 
seorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya 
yang relatif banyak, misalnya dalam biaya proses dalam 
pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat- pusat 
konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut 
teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan 
merupakan kejahatan (mischief) yang hanya dapat dijustifikasi jika 
35 
 
kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang 
lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku 
kejahatan. Pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan 
yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah 
ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan yang 
bertujuan bertujuan untuk memuaskan semua pihak. Teori 
pembalasan ini bersifat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya 
pada zaman modern, karena unsur primitif dalam hukum pidana 
paling sulit untuk dihilangkan.36 
Oleh karenanya  pidana atau hukuman merupakan hak yang 
terpenting dalam hukum pidana tetapi tidak menyampingkan 
maksud dari hukuman itu yakni sebagai menjaga ketentraman dan 
control dari masyarakat sebagai prevensi umum dan khusus. 
C. Pengertian Pidana Denda 
Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya 
dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti 
bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan denda 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang 
berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena 
melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jadi, definisi dari pidana 
denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar 
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dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan 
kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu 
tindak pidana. 
Pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, 
sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, 
undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam 
perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar 
sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang 
melanggar peraturan tersebut. Pidana denda adalah kewajiban 
seseorang yang telah dijatuhi pidana denda terebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.37 
D. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia 
Rancangan KUHP, sebagai ancaman hukum nasional, banyak 
menjanjikan berfungsinya pidana denda yakni pidana denda 
ditentukan paling banyak berdasarkan kategori dan ditentukan 
pidana minimumnya, pidana denda untuk korporasi, pertimbangan 
kemampuan terpidana dalam penjatuhan pidana denda, pidana 
denda yang dapat dibayar secara mencicil dan jika pidana denda 
tidak dibayar, maka dapat diambil dari kekayaan atau dapat diganti 
dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana 
penjara yang ditentukan berdasarkan perhitungan dan ukuran-
                                                           
     
37
 Amir Ilyas, 2012, Op.Cit, Hlm. 113 
37 
 
ukuran tertentu, dan pidana pidana denda bagi anak yang 
melakukan tindakan pidana. Dalam hal terjadinya nilai uang, 
ketentuan pidana dalam RUU KUHP relatif memadai dengan 
rincian, sebanyak 127 pasal ditentukan ancaman pidana penjara 
tunggal, 40 pasal ditentukan ancaman pidana.  
Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut :38 
1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima 
sen. 
2) Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka 
denda itu diganti dengan hukuman kurungan. (KUHP 
Pasal 41) 
3) Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 
4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwabag denda 
setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman 
kurunganpengganti denda itu satu hari, bagi denda yang 
lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah 
rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi 
sisanya tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu 
hari. 
5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu 
dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, 
karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-
hal yang ditentukan pada pasal 52. 
6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan 
bulan. 
 
Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika 
dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana 
pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut. 
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1. Dalam hal pelaksanaan pidana denda tidak menutup 
kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, 
yang dalam hal ini pelaksanaan pidana lainnya 
kemungkinan seperti ini tidak bias terjadi. 
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan 
menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, 
Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang 
menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana 
kurungan pengganti denda sebagai alternative 
pelaksanaannya dalam arti jika denda tidak dibayar 
terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti 
denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. 
Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal 
umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.  
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum 
umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang 
menurut pasal 30 ayat 1, adalah tiga rupiah tujuh puluh 
lima sen. 
Dalam pasal 273 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) menentukan bahwa jika putusan pengadilan 
menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka 
waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam 
putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. 
39 
 
Sementara it pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat 
alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Uang denda yang 
dibayar terpidana menjadi milik negara (pasal 42).39 Oleh karena 
itu, kejaksaan setelah menerima dari terpidana uang itu harus 
disetor ke kas negara dan menjadi salah satu penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP). 
 
5. Pidana Tutupan  
Pidana tutupan ini, ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP 
melalui Undang-undang no. 20 Tahun 1946, yang maksudnya 
sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan 
bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang 
diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidan tutupan. Pada ayat 2 
dinyatakan bahwa pidan tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan 
yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau 
akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim 
berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu 
yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, 
yag dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. 
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6. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu 
sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah djatuhi 
dengan pidana penjara selama seumur hidup. Pembentukan Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mementukan dalam 
hal mana, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan 
apakah ia juga akan menjatuhkan suatu pidaa tambahan, disamping 
pidana pokok yang telah jatuhkan bagi seorang terdakwa. Menurut 
Ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh 
hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan 
ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun 
berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan 
umum lainnya itu adalah : 
1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu; 
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata; 
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-
pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan 
umum; 
4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat 
oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu 
atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-
anaknya sendiri; 
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5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas diri 
dari anak-anaknya sendiri; dan 
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.40 
7. Perampasan Barang- barang Tertentu 
Pidana perampasan barang- barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana dend. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu : 
1. Barang- barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dapat dirampas; 
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal- hal yang telah 
ditentukan dalam Undang- undang; 
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang- 
barang yang telah disita.41 
8. Pengumuman  Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP 
yag mengatur bahwa : 
“Apabila hakim memrintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang- undang ini atau aturan umum yang 
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lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 
ditentukan undang- undang”. 
  
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar 
dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan 
berlaku untuk pasal- pasal tindak pidana tertentu. 
Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja 
yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan- 
kejahatan : 
1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang- barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang- 
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa. 
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati. 
4. Penggelapan. 
5. Penipuan. 
6. Tindakan merugikan pemiutang.42 
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D.   Pencucian Uang (Money Laundering) 
1. Pengertian Pencucian Uang 
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money 
laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. 
Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang 
atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money 
laundering tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-
negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing 
mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan 
prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah 
money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. 
Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan 
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta 
kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian 
diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan 
yang sah.43 
Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task 
Force on Maney Laudering (FATF) merumuskan bahwa money 
laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal- 
usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan 
jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan- 
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keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. 
Bambang Setijoprodjo (Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998 :5) Mengutip 
pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koerss masing- masing 
menulis seperti berikut:44 
1. Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara 
seperti itu, maka asset yang diperoleh dari tindak pidana 
(kejahatan,pen.) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset 
tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal). 
2.  Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengeluarkan 
hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan 
menutupi asal – usul uang tersebut. 
 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa:45 
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 
Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan 
pencucian uang ialah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 
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kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana.46 
Sedangkan Sutan Remi Syahdeni menyebutkan bahwa money 
laundering adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari 
tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang 
tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan 
penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama 
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga 
uang haram tersebut apabila akhirnya dikeluarkan dari sistem 
keuangan telah menjadi uang sah. Dari berbagai pengertian tentang 
pencucian uang yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pencucian uang adalah proses atau usaha seseorang atau 
organisasi kejahatan untuk mengubah status “uang haram” atau uang 
hasil kejahatan yang mereka miliki menjadi seolah-olah berasal dari 
sumber yang halal dan sah menurut hukum.47 
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2. Pengaturan Hukum Pencucian Uang 
Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah 
dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 
Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  Undang-undang 
tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara 
lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di 
luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai 
satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya 
pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi 
internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, 
menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam 
pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, 
Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk 
kategori sama. 
Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 
Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illucit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 
1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera 
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membuat aturan untuk pelaksanaanya. Kenyataannya meskipun sudah 
ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga 
akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan 
Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain 
karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, 
korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan 
lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak 
baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana 
pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.48 
Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCT’s) sesuai dengan rekomendasi dari 
Financial Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap 
transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari 
negara NCCT‟s harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai 
upaya selama beberapa tahun, antara Iain dengan mengesahkan UU 
No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, 
mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama 
internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia 
dikeluarkan dari daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring 
selama satu tahun.49 Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 
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2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 Tentang PP-TPPU. Adanya undang-undang ini, bertujuan 
agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. 
Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses 
yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu: 
Pertama adalah placement yaitu tahap awal dari pencucian uang. 
Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk 
dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement 
adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 
pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya 
menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-
lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri. 
Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan 
efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang 
tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan 
pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak 
mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan 
menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk 
membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, many orders) yang 
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akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang 
berada di lokasi lain.50 
Kedua, adalah tahap layering. Yakni upaya untuk mentransfer 
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang 
telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama 
bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa 
keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkli-
kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. 
Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan 
untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau 
mempersulit pelacakan (audit trail). Pada tahap ini pelaku pencucian 
uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit 
transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan 
pangkalnya.51 
Ketiga adalah Integration atau menggunakan harta kekayaan. 
Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui 
penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal 
(clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai 
kembali kegiatan kejahatan.52 
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3. Unsur-Unsur Pencucian Uang 
Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur 
tindak pidana pencucian uang yang meliputi:53 
a. Pelaku. 
Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana 
dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi 
terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi 
adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam 
undang-undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara 
pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses 
transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima 
hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki 
keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.  
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Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi 
hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, 
sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai 
ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang 
mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU  
mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang 
menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 
Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk 
melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 
pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 
penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan 
dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.. Transaksi 
keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi 
keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan 
mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah: 
1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, 
atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang 
bersangkutan; 
2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 
Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak 
Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 
3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal 
dari hasil tindak pidana; atau 
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4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan 
oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang 
diduga berasal dari hasil tindak pidana. 
c. Perbuatan Melawan Hukum 
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus 
memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan 
hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan 
pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 
2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian 
nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik 
yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan 
tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada 
atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan 
tersebut. 
4. Sanksi Pidana Pencucian Uang 
Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-
pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku 
pencucian uang. Pasal-pasal tersebut berada dalam BAB II tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: 
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Pasal 3 
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 4 
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana 
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
Pasal 5 
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 6 
(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh 
Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil 
Pengendali Korporasi. 
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 
Pencucian Uang: 
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 
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b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
Korporasi; 
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 
perintah; dan 
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 
Pasal 7 
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. pengumuman putusan hakim; 
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; 
c. pencabutan izin usaha; 
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; 
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau 
f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara. 
Pasal 8 
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 
5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
Pasal 10 
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan 
percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana Pencucian Uang 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
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Dari pasal-pasal di atas, menunjukkan adanya pengaturan 
terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta 
sanksinya, yaitu:54 
a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif : yaitu 
tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 
dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan 
lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 
tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 
miliar rupiah. 
b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 
miliar rupiah. 
c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 
hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan 
denda 1 miliar rupiah. 
d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat 
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai 
dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c. 
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin 
a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda 
maksimal 100 miliyar rupiah dan pidana tambahan 
sebagaimana yang disebutkan. 
Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak 
pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak 
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mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.  
5. Sejarah Pemberantasan Pencucian Uang (Money 
Laundering) 
Upaya pemberantasan pencucian uang (money laudering) di 
Indonesia berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 
2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non-
Cooperative Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTs  
diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau 
bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money 
laundering. “Vonis” Financial Task Force on Money Laudering (FATF) 
kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu 
belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan 
pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan 
lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, 
terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama 
internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.55 
Menanggapi  hasil review FATF justru memberi “darah baru” 
bagi Pemerintah untuk segera menyampaikan rancangan undang-
undang (RUU) yang mengatur tindak pidana pencucian uang ke 
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DPR. Guna mempercepat proses pembahasan di Senayan, 
Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati agar pembahasan RUU 
menggunakan “fast track” approach. Akhirnya pada tanggal 17 April 
2002, RUU disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  Meskipun telah 
memperhatikan rekomendasi FATF, sayangnya Undang-undang No. 
15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar. 
Sebagian pihak di dalam negeri menyoroti tidak dimasukkannya 
perjudian di dalam pasal 2 dan besaran (threshold) Rp 500 juta 
dalam laporan transaksi tunai (pasal 13). Sementara FATF antara 
lain mengomentari batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil 
kejahatan (proceeds of crime) yang bisa menyebabkan Undang-
undang No. 15 Tahun 2002 tidak efektif (pasal 2). FATF 
menganggap bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2002 belum 
sepenuhnya memenuhi standar internasional. Concern negara-
negara FATF terhadap kekurangan (deficiencies) Undang- undang 
No. 15 Tahun 2002, kemudian lebih dirasakan sebagai desakan 
untuk mengamandemen undang-undang itu berkaitan dengan hampir 
tiga tahun Indonesia berada di dalam list NCCTs dan kemungkinan 
diterapkannya counter measures oleh FATF kepada Indonesia. RUU 
Tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 telah 
disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003 lalu menjadi Undang-
undang No. 25 Tahun 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus 
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memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal dengan 40 
Recommendations dan 9 Special Recommendations, hasil review 
FATF, serta best practices yang berlaku di negara-negara lain. Tim 
perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik (domestic needs) 
berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui 
diskusi dan seminar yang telah diadakan. 
Adapun Materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-undang 
No. 15 Tahun 2002 telah dimasukkan ke dalam Undang –undang No. 
25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp 500 juta 
pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen 
“transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada 
definisi transaksi keuangan mencurigakan;  predicate offenses 
ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga 
jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan open 
ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman 
pidananya 4 tahun atau lebih. penyampaian transaksi keuangan 
mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. 
Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu :  
1. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). 
Undang-undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat 
mengusulkan kepada Presiden untuk pembentukan Komite 
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Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri 
pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau National 
Coordination Committe dikenal di beberapa negara seperti 
Filipina, Malaysia dan Australia. 
2. PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan 
rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak 
pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang- undangan 
yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan 
PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi 
organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang.   
Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa 
proses  penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai 
dilakukan. FATF dalam plennary meeting yang diadakan pada 
tanggal 1-3 Oktober 2003  di Stockholm, Swedia menyatakan 
gembira atas hasil amandemen yang dicapai oleh Indonesia yang 
telah sesuai dengan standar internasional yang ada. Pengaturan 
secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum 
timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerjasama 
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mendapat respons positif negara-negara FATF. Mereka 
beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia 
untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lain dalam 
memerangi tindak pidana pencucian uang.   FATF dalam laporan 
pelaksanaan plennary session menyatakan bahwa Indonesia 
mencatat kemajuan berarti dalam penanganan anti pencucian uang. 
Ancaman untuk dikenakan additional counter measures yang 
sebelumnya sempat terdengar, tidak jadi diberikan kepada 
Indonesia.56 
Sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan Keppres No.82 
Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dalam melakukan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 
dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional 
maupun internasional. Dalam lingkup nasional, PPATK telah 
melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota 
Kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, Kepolisian Negara RIBapepam, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, Departemen 
Kehutanan dan CIFOR (Center for International Forestry Research) 
yaitu suatu lembaga penelitian internasional di bidang kehutanan. 
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Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pertukaran pegawai, 
capacity building dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan 
rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sementara itu untuk 
menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di 
Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 
Januari 2004, pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan 
Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK 
sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah 
Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, 
Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. 
Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan 
penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan 
upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya. 
Demi mencapai tujuan tersebut, Pemerintah melanjutkan 
rancangan Undang- Undang yang sekarang telah diwujudkan dalam 
Undang- Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur 
tentang berbagai hal sebagai berikut : 57 
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1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana 
pencucian uang; 
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; 
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi 
administratif; 
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 
5. Perluasan Pihak Pelapor; 
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang 
dan/atau jasa lainnya; 
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda 
transaksi; 
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran 
lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal 
untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang; 
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau 
pemeriksaan PPATK; 
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK; 
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan 
untuk menghentikan sementara Transaksi; 
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14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang; dan 
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal 
dari tindak pidana.  
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BAB  III 
METODE PENELITIAN  
A.  Lokasi Penelitian 
Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat 
pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 
Kejaksaan Negeri Makasar dan Kejaksaan Tinggi SulSelBar. 
Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan 
melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data 
yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil 
penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai 
dengan tujuan penulisan yaitu untuk menelitii implementasi pidana denda 
dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering)berdasarkan 
putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2014 dan untuk 
meneliti sejauh mana efektivitas pidana denda dalam pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang (money laundering). 
B.  Jenis dan Sumber Data  
Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 
2 (dua), yakni:  
1) Data primer yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh 
melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait 
sehubungan dengan penelitian ini, antara lain jaksa atau 
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penegak hukum lain di Kejaksaan Negeri Makasar dan 
Kejaksaan Tinggi SulSelBar. 
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studii 
kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah:  
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan 
karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek 
penelitian.  
2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki.    
C.  Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:  
1) Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang 
dijadikan landasan teoritis.  
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2) Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode 
wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam 
bentuk Tanya jawab terhadap nara sumber atau penegak hukum 
khususnya jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar dan jaksa di 
Kejaksaan Tinggi SulSelBar yang dianggap dapat memberikan 
keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian penulis. 
D.  Analisis Data  
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
kemudian disajikan secara  deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan 
terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan 
dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil 
penelitian yang dicapai.   
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian 
Uang (Money Laundering) Pada Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar Tahun 2010-2014 
Implementasi pidana atau pelaksanaan pidana merupakan lanjutan 
dari putusan pemidanaan yang diputuskan oleh majelis hakim. Putusan 
pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. 
Putusan pemidanaan terjadi, jika majelis hakim berpendapat dan 
berkeyakinan bahwa terdakwa telah terkuti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (vide 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
dari hasil pemeriksaan di seidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai 
dengan Pasal 183 KUHAP.58 
Sebelum penulis memaparkan mengenai implementasi pidana 
denda, terdapat beberapa putusan Pengadilan Negeri Makassar mulai 
tahun 2010 sampai tahun 2014 yang diringkas dalam tabel sebagai berikut 
: 
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Tabel 1 
Data Implementasi Pidana Denda Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar & Kejaksaan Tinggi SulSelBar 
  
NO. TAHUN 
JUMLAH 
PUTUSAN 
JUMLAH PIDANA 
DENDA 
IMPLEMENTASI KET 
1. 2010 - - - - 
2. 2011 1 
Pidana denda 
sebesar Rp 
1.000.000.000,- 
subsidair 
kurungan 2 
(dua) bulan 
Tidak  KEJARI 
3. 2012 - - - - 
4. 2013 2 
1. Pidana denda 
sebesar Rp 
750.000.000,- 
subsidair 
kurungan 7 
(tujuh) bulan 
2. Pidana denda 
sebesar Rp 
250.000.000,- 
subsidair 
kurungan 3 
(tiga) bulan 
Tidak 
 
 
Tidak 
KEJARI 
5. 2014 1 
Pidana denda 
sebesar Rp 
5.000.000.000,- 
subsidair 
kurungan 3 (tiga) 
bulan 
Tidak 
KEJATI 
SULSELBAR 
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Dilihat dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2010 
sampai tahun 2014 terdapat empat putusan yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Negeri Makassar berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian 
Uang (money laudering). Dari putusan yang dikeluarkan atau diputus oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut, terdapat putusan 
pidana denda denda jumlah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan 
pidana kurungan pengganti pidana denda (pidana subsidair).  
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kasus 
pencucian uang (money laundering) mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 
banyak melibatkan pihak-pihak yang berbeda-beda seperti pihak penyedia 
jasa keuangan dalam ini pihak perbankan, pihak pemerintahan seperti 
walikota, pihak pengusaha sebagai pihak yang menerima dana hasil 
tindak pidana, dan pihak dari lembaga keagamaan seperti lembaga 
gereja.  
 Pada putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar terdapat perbedaan amar putusan pemidanaan. Hal tersebut 
tentu berbeda karena didasari dengan perbedaan kasus, jumlah dana 
yang digunakan untuk pencucian uang (money laundering), waktu 
(tempus) pelaksanaan tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan 
peraturan tentang tindak pidana pencucian uang sebelum atau setelah 
mengalami perubahan. Seperti pada tabel di atas, pada pertimbangan 
putusan kasus yang terjadi pada tahun 2014 masih memakai Undang-
Undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang No. 15 
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tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut 
dilakukan oleh majelis hakim karena waktu peristiwa atau tempus tindak 
pidana pencucian uang dilakukan tahun 2010 sebelum adanya Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang.   
Dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Makassar 
tahun 2010 sampai 2014 dimulai setelah putusan tersebut dibacakan di 
depan persidangan secara terbuka. Kemudian terdapat jangka waktu 
menentukan sikap setelah putusan bagi pihak penuntut umum dan pihak 
terpidana diberikan batas waktu sampai 7 (tujuh) hari apakah menerima 
atau menolak putusan tersebut dengan melakukan upaya hukum lain. Hal 
ini sesuai dengan aturan dalam KUHAP Pasal 233 ayat (2). 
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera Pengadilan 
Negeri mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa sesuai Pasal 
270 KUHAP. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh 
jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera 
berdasarkan SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas 
waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk 
perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara 
dengan acara singkat paling lama 14 hari.  
Setelah putusan tersebut dikeluarkan, maka sesuai dengan KUHAP 
Pasal 278 yang menyatakan bahwa Jaksa mengirimkan tembusan berita 
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acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, 
kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pegadilan yang 
memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam 
register pengawasan dan pengamatan. Berdasarkan data yang diperoleh 
penulis, berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diawali dengan 
perintah pelaksanaan putusan (P-48) yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri Makassar dan langsung ditujukan kepada jaksa selaku 
eksekutor pidana. Perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian 
jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan (BA-8) yang 
tembusannya diberikan keapada Pengadilan dan Kejaksaan Negeri. Berita 
acara pelaksanaan itulah yang menjadi berkas jaksa bersama dengan 
petikan putusan dan surat perintah pelaksanaan putusan untuk mengirim 
terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan. Setelah terpidana dipindahkan 
dari Tahanan Kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan, barulah terpidana 
mulai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya. Jika terdapat pidana 
penjara atau pidana kurungan maka terpidana harus menjalani pidana 
tersebut secara berturut-turut sesuai dengan Pasal 272 KUHAP.  
Mengenai implementasi atau pelaksanaan pidana denda sesuai 
tabel di atas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2010 sampai 2014, 
putusan pidana denda pada tindak pidana pencucian uang (money 
laundering) yang dimulai pada putusan tahun 2011 tidak dilaksanakan 
oleh para terpidana. Hal tersebut penulis simpulkan dari data yang 
berawal pada putusan-putusan sebagai berikut : 
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Tahun 2011  
 Nomor Perkara : No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks 
Terdakwa: Armin Sapiding bin Ahmar Sapiding 
Dakwaan : Dakwaan Kumulatif 
Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) 
ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau 
Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 
ayat (1) KUHP. Atau; 
Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 363 ayat (1) keempat jo Pasal 64 ayat (1) 
KUHP dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
PIdan Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo 
Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
Putusan :Bersalah dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) 
subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
 
73 
 
Tahun 2013 
 Nomor Perkara : No. 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks 
Terdakwa: Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si  
Dakwaan: Dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidaritas dan 
komulatif  
Kesatu primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 18 ayat  (1) UU RI 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 
No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nompr 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasla 65 ayat 
(1) KUHP 
Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g  jo. 
Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo 
Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan 
Kedua primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf a 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 
junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 
65 ayat (1) KUHP. 
Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Putusan: Bersalah dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 
denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
 Nomor Perkara : No. 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks 
Terdakwa : Drs. Pieter Neke Dhey, MA   
Dakwaan : Dakwaan kumulatif  
Kesatu    : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g jo 
Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) 
KUHP. 
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Kedua    : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasab Tindak Pidana Pencucian Uang jo 
Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Ketiga    : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b, c, d, e, f, g jo Pasal 
2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 
tentang Tindak PIdana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) 
jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Putusan  : Bersalah dan dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 
dan denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 7 (tujuh) 
bulan. 
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Tahun 2014 
 Nomor Perkara : No. 1009/Pid.B/2014/PN.Mks 
Terdakwa : Ir. Joanes Hardajan Alias Joanes Hardajan 
Dakwaan : Dakwaan Alternatif Kumulatif 
Kesatu    : Perbuatan Terdakwan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaiman telah diubah 
dengan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan  atas 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 
Pasal 2 huruf (p) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan; 
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PIdana 
Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau; 
Ketiga      : Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam 
pidana  Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Putusan  : Bersalah dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 
denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) 
subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
Berdasarkan pokok putusan pemidanaan Pengadilan Negeri 
Makassar yang telah diuraikan di atas, tidak ada implementasi pidana 
denda yang dilaksanakan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan 
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Jaksa Christian C. Ratuanik, S.H (selaku kepala tim penuntut umum 
dalam kasus ini) dalam wawancara penulis (tanggal 9 Januari 2015) yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan pidana denda untuk kasus extraordinary 
crime khususnya tindak pidana pencucian uang (money laudering) sampai 
saat ini, sepengetahuan beliau tidak ada yang pernah membayar pidana 
denda yang dijatuhkan kepadanya. Biasanya menjelang akhir masa 
hukuman (pidana) baru diketahui bahwa terpidana ini akan membayar 
pidana denda tersebut atau tidak. Jadi, terserah dari terpidana apakah dia 
akan membayar di awal, di tengah, atau di akhir masa hukuman (dalam 
hal ini hukuman atau pidana penjara). Ketika tepidana tidak mampu 
membayar pidana denda tersebut, maka digantikan dengan pidana 
kurungan (pidana subsidair) yang telah ditentukan dalam Putusan 
Pengadilan. Hal ini juga yang disampaikan oleh Jaksa Lusia Pangalinan, 
S.H selaku salah satu Jaksa dalam Kasus Pencucian Uang (Kasus No. 
1009/Pid.B/2014/PN.Mks) dalam wawancara penulis (tanggal 14 Januari 
2015). 
Perihal pelaksanaan pidana denda yang terjadi dalam kasus ini 
menurut penulis tidak sesuai lagi dengan aturan dalam KUHAP Pasal 273 
ayat (1) yang menyatakan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan 
pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk 
membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan 
cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu pada ayat (2) 
menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu 
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sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu 
bulan. Menurut penulis hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu masalah 
dimana das sollen (apa yang dicita-citakan) dalam hal ini peraturan 
tentang pelaksanaaan pidana denda Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2), 
berbeda dengan das sein (apa yang terjadi/kenyataan) dalam hal ini 
implementasi atau pelaksanaan pidana denda yang terjadi sebenarnya. 
Seperti hasil wawancara penulis di atas, pada kenyataannya pembayaran 
pidana denda tidak dilaksanakan sesuai KUHAP yakni Pasal 273 ayat (1) 
dan (2) yang hanya berkisar 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan lagi 
apabila terdapat alasan yang kuat tetapi pelaksanaan pidana denda dalam 
Putusan No. 1009/Pid.B/2014/PN.Mks contohnya hanya dilaksanakan 
dengan hanya menunggu keputusan dari terpidana dengan jangka waktu 
6 tahun (sesuai pidana penjara yang dijalaninya).  
Kemudian Bapak Christian C. Ratuanik, S.H (dalam wawancara 
penulis tanggal 9 Januari 2015) juga menyatakan bahwa alasan tidak 
dibayarnya denda yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut sudah 
menyangkut alasan pribadi dari narapidana itu sendiri, baik itu kekayaan 
(uang) narapidana tersebut tidak cukup untuk membayar denda ataupun 
alasan lain yang penting hal tersebut sudah menyangkut alasan pribadi. 
Sementara penulis berpendapat bahwa, dalam Pasal 273 ayat (2) KUHAP 
hanya menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjanguntuk paling lama satu 
bulan. Dalam KUHAP tidak mengatur mengenai alasan terpidana yang 
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dapat diterima sehingga terpidana boleh melaksanakan pidana pengganti 
pidana denda (pidana subsidair). Hal inilah yang menjadi salah satu 
alasan mengapa pidana denda tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. 
Menurut penulis sebaiknya sebelum dilaksanakan pidana denda tersebut, 
jaksa terlebih dahulu harus melihat atau memeriksa harta kekayaan yang 
dimiliki oleh terdakwa atau terpidana. Pada kenyataannya, pemeriksaan 
harta kekayaan hanya dilakukan pada proses penyidikan terhadap tindak 
pidana korupsi sehingga terdakwa kasus tersebut dapat dijatuhkan pidana 
denda atau membayar uang pengganti sehingga kerugian negara dapat 
tertutupi. Tetapi untuk tindak pidana penebangan liar (illegal logging) atau 
tindak pidana lain yang menjadi tindak pidana asal (predicate crime) dari 
tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara tidak diatur 
pemidanaan seperti uang pengganti. Hal ini berakibat kerugian negara 
tidak dapat tergantikan dan semakin berkurangnya penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP) yang salah satunya berasal dari pembayaran denda 
sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak.  
Hal ini pula menandakan bahwa pada kenyataannya, pidana denda 
tersebut kurang mendapat perhatian dari jaksa selaku eksekutor yang 
bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. 
Penulis menyatakan seperti ini karena ketika terpidana tidak mampu 
membayar pidana denda maka Lembaga Pemasyarakatan mengirim 
pemberitahuan tersebut ke Kejaksaan Negeri, kemudian Kejaksaan  
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Negeri meneruskan pemberitahuan tersebut ke Jaksa yang menangani 
perkara terpidana tersebut, yang kemudian membuat surat keterangan 
tidak mampu membayar denda (D-2) yang ditandatangani olehnya dan 
napidana atau Kejaksaan Negeri yang membuat blanko surat keterangan 
tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Jaksa yang menangani dan 
narapidana dalam perkara tersebut. Dalam hal ini biasanya Jaksa hanya 
menunggu laporan atau pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri yang 
seharusnya sudah dilaksanakan dan dilengkapi sampai 2 (dua) bulan 
sesuai Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP setelah putusan 
Pengadilan.  
Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Crhistian 
C. Ratuanik, S.H dalam hal ini sebagai kepala tim jaksa (tanggal 9 Januari 
2015) yang menangani salah satu kasus yakni kasus No. 
1009/Pid.B/2014/Pn.Mks juga menyatakan bahwa awalnya terdapat surat 
pemberitahuan dari  Lembaga Pemasyarakatan tempat Narapidana 
tersebut dipenjara, kemudian surat tersebut ditujukan kepala Kejaksaan 
Negeri setempat. Setelah itu Kejaksaan Negerilah yang meneruskan 
kepada jaksa yang bersangkutan. Kemudian menurut beliau bahwa 
kebanyakan narapidana banyak yang tidak melapor bahwa dia tidak 
mampu membayar denda padahal terdapat jangka waktu pembayaran 
denda sesuai KUHAP Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2).  Penjelasan di atas 
telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda tidak berjalan 
sesuai peraturan yang ada dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. 
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B.   Efektivitas Pidana Denda Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Money Laudering) Pada Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Tahun 2010-2014 
Sejak juni 2001 Indonesia sudah melakukan beberapa upaya 
dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money 
laundering). Beberapa upaya tersebut, antara lain pembuatan Undang-
Undang yang dimulai dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak PIdana pencucian uang yang kemudian diubah menjadi Undang-
Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 
Tahun 2002,  yang setelah itu mengalami perubahan menjadi Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang didasari atas rekomndasi Financial 
Action Task Force (FAFT) yang dikenal dengan 40 Recommendations dan 
9 Special Recommendations.  
Negara Indonesia juga mendirikan Pusat Pelaporan Analisis dan 
Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) sebagai Financial 
Intelligence Unit (FIU) Indonesia. PPATK yang telah berjalan sejak tahun 
2003 juga telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk 
Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai, Kepolissian Negara RI, Bapepam, Komisi Pemberantasan Korupsi 
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(KPK), Kejaksaan RI, Departemen Kehutanan dan CIFOR (Center for 
International Forestry Research).59 
Berbicara mengenai efektivitas, ketika subjek subjek hukum 
berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh 
hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang diterapkan berlaku 
efektif. ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka pertama-tama harus dapat diukur, „sejauh mana aturan hukum itu 
ditaati atau tidak ditaati‟. Efektivitas hukum amat berkaitan erat dengan 
efektifitas penegakan hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan 
aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi 
dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan 
(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator 
bahwa hukum tersebut adalah efektif.60 
 Salah satu faktor yang memengaruhi efektif atau tidak efektifnya 
aturan hukum secara umum, juga tergantung optimal dan professional 
tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan 
hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses 
penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum 
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan 
penerapannya terhadap suatu kasus konkret.61 
 Menurut penulis ketika faktor tersebut di atas dikaitkan dengan data 
dan hasil wawancara yang penulis dapatkan tentang kasus penucian uang 
                                                           
     59Surat Presiden FATF yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Op.Cit, Hlm. 6-7  
     60 Achmad Ali, Op.Cit, Hlm. 375  
     
61
 Ibid, Hlm. 376 
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(money laundering) yang kemudian diselesaikan dengan putusan Majelis 
Hakim dan dilanjutkan dengan pelaksanaaan putusan pemidanaan 
terdapat hal yang menunjukkan penurunan terhadap tingkat optimal dan 
professional aparat penegak hukum. Hal tersebut yakni mengenai jangka 
waktu pelaksanaan putusan yang dilakukan setelah putusan tersebut 
dibacakan di muka persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap. 
Contohnya pada Putusan No. 1009/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibacakan 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Oktober 
2014. Setelah putusan tersebut dikeluarkan oleh Majelis hakim terdapat 7 
(tujuh) hari untuk menentukan sikap sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP 
apakah pihak yang berperkara baik itu dari pihak terdakwa atau pihak 
penuntut umum menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum 
selanjutnya. Setelah selesai jangka waktu tersebut, Pengadilan dan 
Kejaksaan harus mendapatkan kejelasan tentang kelanjutan putusan 
tersebut. Ketika semua pihak menerima putusan tersebut, maka 
Pengadilan mengirimkan petikan putusan kepada Kejaksaan Negeri yang 
dilanjutkan dengan Kejaksaan Negeri kemudian mengeluarkan surat 
perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48). Hal tersebut 
diungkapkan oleh Ibu Lusia Pangalinan, S.H selaku jaksa penuntut umum 
dari Putusan No. 1009/Pid.B/2014/PN.Mks (dalam wawancara penulis 
tanggal 14 januari 2015). Tapi dalam pelaksanaanya atau 
implementasinya setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim 
tanggal 28 Oktober 2014. Kejaksaan Negeri baru mengeluarkan surat 
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perintah pelaksanaan putusan pengadilan pada tanggal 8 Desember 
2014. Hal tersebut menunjukkan selang waktu yang cukup lama yakni 
berkisar satu bulan lebih antara putusan dan pelaksanaan putusan. 
Padahal selang waktu yang diatur dalam KUHAP Pasal 233 ayat (2) 
hanya 7 (tujuh) hari saja. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya kinerja 
penegak hukum yang menyebabkan asas peradilan cepat tidak mampu 
berjalan maksimal.  
Penulis juga berpendapat bahwa efektivitas hukum dalam hal ini 
efektivitas pidana denda juga dapat diukur dari seberapa besarnya tujuan 
dari hukum atau aturan tersebut tercapai. Tujuan tersebut dapat dilihat 
dari proses pembuatan peraturannya, proses pelaksanaannya maupun 
proses penegakan hukum dari peraturan tersebut.  
1. Proses Pembuatan Peraturan 
Mengenai proses pembuatana peraturan dalam hal ini peraturan 
pidana denda terhadap tindak pidana pencucian uang (money laundering) 
terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni dalam pasal-
pasal sebagai beikut :62 
Pasal 3 
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
                                                           
     
62
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, Jakarta. 
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tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 4 
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana 
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
Pasal 5 
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 Pasal 7 
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
Pasal 8 
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 
5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
Pasal di atas merupakan hukum pidana materil dari pidana denda. 
Kemudian hukum pidana formil dari pidana denda terdapat dalam Pasal 
273 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. 
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Pasal 273 
(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada 
terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar 
denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat 
harus seketika dilunasi. 
(2)  Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paing lama satu 
bulan. 
 
Sejauh ini badan legislatif sebagai perwakilan rakyat yang membuat 
Undang-Undang khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang 
sudah bekerja maksimal mulai dari tanggal 17 april 2002 dengan 
mengesahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang kemudian diubah pada tanggal 13 Oktober 2003 
menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang 
No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.  
2. Proses Pelaksanaan  
Pada pelaksanaan pidana denda dalam kasus tindak pidana 
pencucian uang (money laundering) telah diuraikan penulis pada 
pembahasan pertama. Dimana dalam tabel pada pembahasan di atas 
dapat diketahui bahwa pidana denda pada putusan tahun 2011, putusan 
tahun 2013 dan putusan tahun 2014 tidak diimplementasikan yakni dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana denda tidak berjalan yakni tidak 
ada narapidana kasus tindak pidana pencucian uang (money laundering) 
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yang membayar denda yang dijatuhkan kepadanya sejak tahun 2010 
sampai tahun 2014.  
3. Proses Penegakan Hukum 
Proses penegakan hukum pada pidana denda terhadap tindak 
pidana pencucian uang (money laundering) dilakukan demi tercapainya 
kepastian dari peraturan yang dibuat. Dalam kenyataannya peraturan 
menganai pidana denda yang terdapat dalam Pasal 273 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHAP tidak ditegakkan secara optimal oleh penegak hukum. hal ini 
telah dijelaskan penulis pada pembahasan pertama, yang intinya adalah 
terdakwa tidak dituntut untuk menyelesaikan pidana denda yang jangka 
waktunya hanya sampai 2 (dua) bulan. Penyelesaian disini maksudnya 
apabila terpidana tidak mampu membayar maka Lembaga 
Pemasyarakatan dan Kejaksaan harus segera melengkapi berkas sesuai 
dengan peraturan yang ada.  
Dari ketiga proses di atas yang menurut penulis dapat mengukur 
apakah tujuan dari hukum tersebut dapai tercapai atau tidak. Dan dari 
penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa tujuan dari pidana menurut 
M. Sholehuddin adalah :63  
 
Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana 
harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 
kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan 
pelaku. 
 
                                                           
     
63
 Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, Op.Cit., Hlm. 13     
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Penulis sependapat dengan pendapat di atas yang menyatakan 
bahwa tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana 
harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan. 
Bagaimana perlindungan masyarakat dari kesejahteraan dapat terwujud 
ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dari kenyataan 
bahwa pidana denda pada kasus-kasus tindak pidana pencucian uang 
tidak terlaksana. Penulis menyatakan hal ini karena, dalam salah satu 
kasus tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang menjadi 
bahan penelitian penulis terdapat tindak pidana pencucian uang (money 
laundering) yang tindak pidana asalnya (predicate crime) adalah 
penggelapan yakni terpidana menggelapkan uang jemaat dan uang untuk 
kepentingan gereja tersebut. Kemudian ketika pelaksanaan pidana denda 
ini tidak berjalan artinya tidak ada yang dapat mengembalikan kerugian 
dari jemaat dan gereja terebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tujuan 
dari pidana khususnya pidana denda tidak dapat terwujud karena efek jera 
dan perlindungan kesejahteraan masyarkat tidak tercapai. Begitu pula 
dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori pencegahan umum tidak 
mampu tercapai karena tiap tahunnya tindak pidana pencucian uang 
selalu bertambah. Penulis juga berpendapat sebelumnya bahwa ketika 
tujuan dari pidana tersebut tidak tercapai maka efektivitas dari pidana 
terutama pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang juga tidak 
tercapai.  
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Berkaitan erat dengan putusan pidana denda, menurut penulis juga 
tidak efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. Dalam artian, sanksi pidana apapun jenisnya 
terlebih pada jenis pidana pokok seperti pidana penjara, pidana denda 
dan pidana kurungan bertujuan untuk memberantas jenis tindak pidana 
yang selama ini terjadi di Indonesia. Sehingga, dengan adanya pidana 
denda selain pidana penjara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
menginginkan adanya pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian 
uang. Namun, dalam kenyataannya implementasi pidana denda pada 
setiap putusan tindak pidana pencucian uang tidak terlaksana. Secara 
otomatis, upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang tidak 
berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini menyebabkan ketidakefektifan 
penerapan pidana denda pada setiap putusan tindak pidana pencucian 
uang. 
Sudah saatnya, para aparat penegak hukum lebih memerhatikan 
tugas dan wewenang mereka dalam menegakkan hukum sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian, perlunya 
sikap profesionalisme para aparat penegak hukum sehingga aturan yang 
ada dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menunjang keefektifan 
penegakan hukum terutama dalam aspek pidana denda dalam tindak 
pidana pencucian uang yang selama ini seolah-olah tidak menjadi salah 
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satu sanksi pidana yang penting dalam memberantas tindak pidana 
pencucian uang. 
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa: 
1. Mengenai pelaksanaan pidana denda dalam kasus tindak pidana 
pencucian uang (money laundering) telah diuraikan penulis pada 
pembahasan pertama. Dimana dalam tabel pada pembahasan di 
atas dapat diketahui bahwa pidana denda pada putusan tahun 
2011, putusan tahun 2013 dan putusan tahun 2014 tidak 
diimplementasikan yakni dengan artian bahwa diantara narapidana 
putusan tersebut tidak ada yang membayar pidana denda. Maka 
sudah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi 
pidana denda tidak berjalan yakni tidak ada narapidana kasus 
tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang membayar 
denda yang dijatuhkan kepadanya sejak tahun 2010 sampai tahun 
2014 begitu pula dengan pelaksanaan pidana denda yang pada 
kenyataannya tidak sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. 
2. Mengenai efektivitas hukum dalam hal ini efektivitas pidana denda 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pidana denda tidak 
berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya 
kinerja penegak hukum yang menyebabkan asas peradilan cepat 
tidak mampu berjalan maksimal. Kemudian penulis juga 
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menjelaskan sebelumnya bahwa efektivitas hukum dalam hal ini 
efektivitas pidana denda juga dapat diukur dari seberapa besarnya 
tujuan dari hukum atau aturan tersebut tercapai. Tujuan tersebut 
dapat dilihat dari proses pembuatan peraturannya, proses 
pelaksanaannya maupun proses penegakan hukum dari peraturan 
tersebut. Sementara pada proses pelaksanaan dan proses 
penegakan hukumnya tidak mampu berjalan maksimal yang 
menyebabkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak 
maksimal. 
B. Saran 
1. Penegak Hukum khususnya Lembaga Pengadilan dan Kejaksaan 
diharapkan lebih optimal dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi tercapainya tujuan hukum. 
2. Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan diharapkan mampu 
mengoptimalkan tugasnya dengan memperhatikan segala 
peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. 
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